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Lampiran

Prihal : Pemberitahuan Aksi.
Kepada Yth:
Kapolresta Padang.

C.q. Intelkam Polresta Padang.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Teriring salam dan doa semoga bapak selalu dalam keadaan sehat wal’afiat dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Sehubungan dengan adanya Proyek pembangunan Gedung Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Sumatera Barat yang dikerjakan di bawah pengawasan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata
Ruang (BMCKTR) Sumbar,. Proyek senilai Rp24 miliar yang bersumber dari APBD Sumbar Tahun
Anggaran 2025 itu, diduga kuat melabrak spesifikasi teknis (Spektek) yang tercantum dalam dokumen
kontrak, serta mengabaikan aspek keselamatan dan keterbukaan informasi publik. Spektek Diabaikan,
SMK3 Hanya di Atas Kertas Sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 20 Maret
2025 lalu, PT. NHK Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana proyek sudah menjalani lebih dari
empat bulan masa kerja. Namun, indikasi pelanggaran terhadap ketentuan teknis semakin mencuat
ke permukaan. Dalam peninjauan lapangan menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi. Beberapa
pekerja terlihat menjalankan aktivitas konstruksi tanpa mengenakan alat pelindung diri (APD)
seperti helm, rompi, atau sepatu keselamatan. Padahal dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB),
telah dianggarkan secara rinci komponen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3), mulai dari rencana keselamatan, sosialisasi K3, penyediaan
APD, fasilitas kesehatan, hingga rambu-rambu keselamatan kerja. Yang lebih mengherankan,
plang proyek yang seharusnya memberikan informasi kepada publik justru dipasang menghadap
ke dalam area proyek, menyulitkan warga untuk mengakses informasi dasar seperti nilai kontrak,
durasi proyek, dan nama kontraktor. Hal lain yang memancing pertanyaan publik adalah tidak
dicantumkannya tanggal kontrak pada plang proyek. Padahal sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, informasi proyek wajib ditampilkan secara lengkap
dan transparan. Ketiadaan tanggal kontrak menimbulkan dugaan pengabaian prinsip akuntabilitas
dan keterbukaan informasi public kemuadian adanya dugaan penggunaan material illegal dan juga
proyek diduga lamban tidak tepat waktu. Maka dengan adanya dugaan kasus tersebut kami dari
GERAKAN MASYARAKAT MUDA SUMBAR MENGGUGAT (GMM) akan melaksanakan Aksi Demo
pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026.
Lokasi : Kantor Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR)
Sumatera Barat.
: Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
Waktu : 14:00 — tuntas.
Kordinator Demo  : Fadli Hasbi (081264715967)
Estimasi Massa : 100 - 150 orang.
Perlengkapan : Toa,ban bekas, spanduk, media massa, bendera.
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Tuntutan Demo:

1. Menuntut Transparansi Anggaran
Mendesak pihak terkait Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang (BMCKTR) untuk
membuka secara terbuka dan rinci seluruh sumber pendanaan, nilai anggaran, serta
realisasi penggunaan dana pembangunan Gedung MUI Sumatra Barat kepada public
mendesak Dinas BMCKTR Sumbar untuk membuka seluruh dokumen publik seperti
kontrak, daftar material dan alat, serta laporan progres mingguan proyek..

2. Menuntut untuk periksa Novi Sebagai pejabat Pembuat komitmen (PPK) dinas
(BMCKTR) Sumbar. Karena diduga bermain mata dan tidak becus dalam pengawasan
proyek pembangunan gedung MUI Sumatera Barat.

3. Meminta Audit Independen
Menuntut dilakukannya audit investigative menyeluruh oleh lembaga independen dan
berwenang (BPK/BPKP/Inspektorat atau auditor independen) guna mengungkap potensi
penyimpangan anggaran dan pelanggaran prosedur.

4. Meminta Untuk batalkan atau putus kontrak dan periksa secara menyeluruh PT. NHK Jaya
Mandiri. Karena diduga kuat melabrak spesifikasi teknis(SPEKTEK) dan tidak melengkapi
komponen penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontruksi
(SMK3) mulai dari rencana keselamatan,sosialisi K3,penyediaan APD,fasilitas
kesehatan,hingga rambu-rambu keselamatan kerja. Padahal hal tersebut sudah dianggarkan
dalam rancangan anggaran biaya (RAB).

5. Menuntut Aparat Penegak Hukum Bertindak
Mendesak aparat penegak hukum (Kejaksaan/Kepolisian/KPK) untuk segera melakukan
penyelidikan secara menyeluruh pihak terkait yang bertanggung jawab atas proyek
pembangunan gedung MUI Sumatera Barat, apabila ditemukan indikasi Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (KKN) dalam proyek pembangunan Gedung MUI Sumatera Barat tahun
anggaran 2025.

6. Menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam proyek ini bebas dari konflik kepentingan,
baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Menjaga Marwah dan Kredibilitas Lembaga Keagamaan

Menegaskan bahwa MUI sebagai lembaga moral dan keagamaan harus menjadi teladan
dalam tata kelola yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab, bukan sebaliknya.

Demikian surat ini kami sampaikan.
Wassalamualaikum WarahmatullahiWabarakatu.
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GERAKAN MASYARAKAT MUDA SUMBAR MENGGUGAT
o

(GMMSM)
JLAmpang Kec.Kuranji.Kota Padang.Sumatera Barat.
Cp : 081264715967

PENGURUS GERAKAN MASYARAKAT MUDA SUMBAR MENGGUGAT

(GMMSM).

KETUA GMMSM
FADLI HASBI.

Tembusan:

GUBERNUR SUMBAR.

KEJATI SUMBAR.
DISKRIMSUS POLDA SUMBAR
INSPEKTORAT SUMBAR.

BPK RI

BPKP SUMBAR.

BMCKTR SUMBAR.

MUI SUMBAR.
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